
 

 

BUPATI KULON PROGO 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN BUPATI KULON PROGO 

                                      NOMOR            

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 

2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG  

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, maka beberapa ketentuan 

dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 

Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo  

Nomor  8  Tahun 2017 Tentang  Pelaksanaan 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu 

disesuaikan; 
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  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

    

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 15  Tahun 

1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan 

Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan 

Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan 

Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang   Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 

No 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan 

Daerah, Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ 

Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 59);  

  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6847). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2017 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 

TAHUN 2017 TENTANG  PELAKSANAAN HAK 

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo 

Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 57) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan 

Anggota DPRD dihitung melalui appraisal dengan 

memperhatikan standar satuan harga sewa yang 

berlaku tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, 

gas dan telepon, dengan ketentuan standar luasan 

tanah dan bangunan sebagai berikut:  

JABATAN 

 

LUAS TANAH 

(M²) 

(maksimal) 

 

LUAS 

BANGUNAN 

(M²) 

(maksimal) 

1 2 3 

Ketua DPRD  750 300 

Wakil Ketua 

DPRD  

500 250 

Anggota DPRD 350 150 

 

(2) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD 

dan Anggota DPRD dihitung melalui appraisal 

dengan memperhatikan standar satuan harga sewa 

yang berlaku tidak termasuk biaya perawatan dan 

biaya operasional kendaraan perorangan dinas 

jabatan dengan ketentuan jenis dan kapasitas/isi 

silinder kendaraan sebagai berikut:  
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JABATAN JENIS 
  KENDARAAN 

 

KAPASITAS/ISI 
SILINDER 

    (maksimal) 

 

1 2 3 

Ketua DPRD Sedan atau 

Minibus 

2.500 cc 

Wakil Ketua 

DPRD 

Sedan atau  

Minibus 

(bensin) 

Minibus (solar) 

 

2.200cc 

2.500 cc 

Anggota DPRD Sedan atau  

Minibus 

(bensin) 

Minibus (solar) 

 

2.000cc 

2.500cc 

 

(3)  Hasil appraisal tunjangan perumahan Pimpinan 

DPRD dan Anggota DPRD dan tunjangan 

transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada  tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon 

Progo. 

 

Ditetapkan di  Wates 

pada tanggal                     2014 

Pj. BUPATI KULON PROGO, 

 

 

                                                             SRIE NURKYATSIWI 

 

PARAF KOORDINASI 
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Diundangkan di Wates 

pada tanggal                         2014 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KULON PROGO, 

 

 

 
TRIYONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN …… NOMOR ……  
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